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ABSTRACT

Agrarian Reform is not only oriented toward asset restructuring but also
requires access restructuring to enable communities to utilize land productively and
sustainably. This study aims to analyze the implementation of the business assistance
program within the framework of Agrarian Reform access restructuring and to
examine the changes and interrelationships among the five livelihood capitals based
on the Sustainable Livelihood Framework (SLF) in Muara Burnai II Village,
Lempuing Jaya District, Ogan Komering Ilir Regency.

This research employed a qualitative method with a descriptive-analytical
approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, document
analysis, and questionnaires as supporting data. Data were analyzed using the stages
of data reduction, data display, and conclusion drawing based on the Sustainable
Livelihood Framewortk.

The results show that the implementation of the business assistance program
has been carried out through various activities aimed at enhancing community
capacity, facilitating business development, and strengthening local institutions within
the framework of Agrarian Reform access restructuring. However, several activities
still require further follow-up, resulting in program benefits not being fully
experienced by all community members. The program has contributed to changes in
human, social, financial, physical, and natural capital, with varying levels of
improvement across each livelihood capital. Furthermore, the findings indicate that
these five livelihood capitals are interconnected in supporting sustainable livelihoods.
Therefore, the success of access restructuring depends not only on the implementation
of individual program activities but also on the synergy among livelihood capitals and
the continuity of assistance provided by relevant stakeholders.

Keywords: Access Restructuring Agrarian Reform, Business Assistance, Sustainable

Livelihood Framework, Livelihood Capitals.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menunjang
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Boedi
Harsono yang menyatakan bahwa tanah merupakan salah satu sumber
utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa
dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil
dan merata. Maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi
pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu penyediaan,
peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaanya perlu diatur, agar
terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatanya serta
sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama
golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuanya
dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan (Subhan
Zein, 2019).

Subhan Zein, (2019) berpendapat bahwa bagi kebanyakan
masyarakat Indonesia, tanah merupakan harta serta anugerah pemberian
Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin
demi kelangsungan serta kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, tanah juga
dipandang sebagai lambang kemakmuran seseorang. Bagi mereka yang
memiliki tanah yang luas, maka dipandang telah memiliki hidup yang
makmur dan mapan. Pandangan tersebut sejalan dengan realitas sosial-
ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di wilayah
pedesaan yang menempatkan tanah sebagai pilar utama kehidupan. Bagi
masyarakat setempat, tanah bukan sekadar aset statis, melainkan ruang
produksi utama di mana mereka menggantungkan hidup melalui sektor
pertanian dan perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit (Purba et al. 2025).
Dalam praktiknya, keterbatasan akses terhadap tanah yang berstatus jelas

mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan lahan yang berada di



sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di berbagai
wilayah Sumatera Selatan, tidak sedikit ditemukan kawasan hutan yang
telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun
tanpa didukung alas hak yang sah, sehingga menimbulkan persoalan hukum
dan ketidakpastian status penguasaan tanah. (Purwanto dkk., 2020).
Keberadaan pemukiman dan kebun rakyat di dalam kawasan hutan ini
menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, sehingga
diperlukan langkah konkret melalui Reforma Agraria untuk melegalisasi
ruang hidup masyarakat sekaligus menata akses produktivitasnya.

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis negara dalam bidang
pertanahan yang ditujukan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi mewujudkan keadilan sosial
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sebagai instrumen
koreksi atas ketimpangan struktur penguasaan tanah, reforma agraria
berfungsi menjamin fungsi sosial tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat (Rayyan Dimas Sutadi, 2018). Sejalan dengan hal tersebut,
Shohibuddin (2018) menegaskan bahwa pada dasarnya reforma agraria
tidak hanya sekedar pembagian tanah semata, tetapi lebih dari itu, untuk
menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu implementasi nyata dari fenomena tersebut terjadi di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara spesifik berada di Desa Muara
Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya. Secara historis, kondisi penguasaan
dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat telah berlangsung dalam jangka
waktu lama tanpa adanya alas hak. Sejak sekitar tahun 1998, masyarakat
Desa Muara Burnai II telah menempati dan mengelola lahan yang pada saat
itu termasuk dalam kawasan hutan produksi yang pengelolaannya berada di
bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK). Dalam kurun waktu lebih kurang 20 tahun, masyarakat telah
berupaya mengajukan permohonan pensertipikatan tanah sebagai bentuk
pengakuan hak, namun upaya tersebut tidak dapat direalisasikan karena
status lahan yang masih ditetapkan sebagai kawasan hutan. Penguasaan
tanah yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun tersebut menimbulkan
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kebutuhan mendesak akan kepastian hukum hak atas tanah.

Peraturan mengenai ketentuan penguasaan tanah 20 tahun atau lebih
sudah banyak untuk dijadikan dasar persertipikatan diantaranya dapat dilihat
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, khususnya Pasal 24 ayat (2), yang mengakui penguasaan fisik tanah
selama lebih dari 20 tahun sebagai dasar pengajuan pendaftaran hak.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) melalui Pasal 24 ayat (2) membuka ruang
pembuktian hak atas tanah berdasarkan penguasaan fisik tanah secara nyata,
terus-menerus, dan beritikad baik selama 20 tahun berturut-turut atau lebih,
meskipun tidak didukung alat bukti tertulis, sepanjang penguasaan tersebut
dilakukan secara terbuka dan tidak dipersengketakan. Selain itu, Pasal 23
dan Pasal 32 UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah wajib didaftarkan
untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut
dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar secara tegas menyatakan bahwa
penguasaan tanah oleh pihak tertentu selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih
secara terus-menerus, nyata, dan beritikad baik dapat dijadikan dasar dalam
proses penataan dan penyelesaian status penguasaan tanah, sepanjang tidak
terdapat keberatan atau sengketa dari pihak lain yang memiliki hak. Dalam
praktik peradilan, yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/1989, juga menegaskan bahwa
penguasaan tanah dalam jangka waktu panjang dengan itikad baik, tanpa
gangguan, dan diketahui oleh masyarakat sekitar dapat dijadikan dasar
pengakuan hak atas tanah.

Selain faktor penguasaan tanah jangka panjang, pelaksanaan reforma
agraria ini juga berkaitan dengan target nasional pelaksanaan reforma
agraria yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk program penanganan
kemiskinan dan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, reforma agraria
di Desa Muara Burnai II merupakan bagian dari program strategis nasional
yang memadukan penataan aset dan penataan akses. Langkah konkret
tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 420/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023
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tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 2.246,39
Ha. Melalui skema ini, kawasan yang dulunya merupakan hutan produksi
dilepaskan sebagian dan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) ex-kawasan hutan. Proses redistribusi tanah ini berhasil
diselesaikan pada tahun 2024 dengan jumlah bidang sebanyak 3000 persil,
memberikan legalitas formal kepada masyarakat yang telah lama menanti
kepastian atas tanah yang mereka tinggali. Pelaksanaan kebijakan ini
dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah.

Sebagai kelanjutan dari penataan aset tersebut, pelaksanaan reforma
agraria di Desa Muara Burnai II juga diarahkan pada penataan akses sebagai
instrumen penting untuk memastikan bahwa tanah yang telah dilegalisasi
dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan oleh masyarakat.
Dalam laporan akhir pelaksanaan penataan akses Desa Muara Burnain 11
yang selesai ditahun 2025 tercatat jumlah subjek yang ikut serta sebanyak
500 KK dengan total 700 bidang tanah. Dari 10 Desa yag terletak di
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi opsi lokasi kegiatan penataan
akses, Desa Muara Burnai II dipilih sebagai lokasi kegiatan berdasarkan
masukan dari OPD-OPD setempat dengan tujuan memudahkan proses
pendataan pada satu desa yang memiliki 700 bidang, selain akses jalan
menuju lokasi tersebut cukup memadai, juga lokasi tersebut merupakan
lokasi kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2024. Penataan akses diwujudkan
melalui berbagai bentuk pendampingan usaha masyarakat, antara lain
penguatan kapasitas kewirausahaan, pendampingan pengelolaan kebun
karet, pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani, serta
fasilitasi akses terhadap permodalan dan pasar. Melalui penataan akses,
masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga
didorong untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian usaha
berbasis pemanfaatan lahan yang telah dimiliki.

Reforma agraria di Desa Muara Burnai II tidak hanya berkaitan
dengan upaya pemberian kepastian hukum atas tanah melalui penataan aset,
tetapi juga menuntut penguatan penataan akses agar tanah yang telah
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dilegalisasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kompleksitas karakteristik objek reforma agraria yang berasal dari eks-
kawasan hutan, riwayat penguasaan tanah jangka panjang oleh masyarakat,
serta keterlibatan berbagai aktor lintas sektor menjadikan implementasi
penataan akses sebagai aspek krusial dalam menentukan keberhasilan
reforma agraria.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat lebih dalam
bagaimana dinamika jalannya program penataan akses dalam reforma
agraria di Desa Muara Burnai II, sekaligus mencari tahu apa saja yang
mendukung atau menghambat masyarakat dalam memanfaatkan tanah
tersebut. Atas dasar pemikiran ini, penelitian difokuskan pada "Tinjauan
Modal Penghidupan pada Program Pendampingan Usaha Reforma Agraria
di Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan
Komering Ilir". Penelitian ini menggunakan kerangka Sustainable
Livelihood Framework (SLF) dengan instrumen Pentagon Aset untuk
melihat gambaran program penataan akses dalam reforma agraria di Desa
Muara Burnai II ditinjau melalui lima modal utama masyarakat, yaitu modal
manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Melalui pendekatan ini, peneliti
ingin mengetahui bagaimana program pendampingan ini membantu
masyarakat Desa Muara Burnai Il dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata di lapangan
serta menjadi bahan masukan untuk kebijakan reforma agraria agar lebih

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penataan akses melalui program
pendampingan usaha bagi masyarakat penerima redistribusi tanah di
Desa Muara Burnai 11?7

2. Bagaimana gambaran perubahan modal penghidupan masyarakat di
Desa Muara Burnai II yang dilihat melalui skema aset pentagon?

3. Bagaimana keterkaitan antar modal penghidupan dalam

mengoptimalkan manfaat program pendampingan usaha?



C. Tujuan Penelitian
Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program
pendampingan usaha dalam kerangka penataan akses bagi masyarakat
penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai II.

2. Untuk mendeskripsikan perubahan modal penghidupan masyarakat di
Desa Muara Burnai II melalui skema aset pentagon dalam kerangka
Sustainable Livelihood Framework (SLF).

3. Untuk menganalisis kontribusi keterkaitan antar modal penghidupan
terhadap optimalisasi manfaat program pendampingan usaha dalam
mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis

maupun praktis bagi berbagai pihak, sebagai berikut:
1. Kegunaan Akademis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pertanahan, khususnya terkait injauan
mendalam mengenai dinamika penataan akses dalam kerangka
kebijakan Reforma Agraria.

b. Penerapan Teori: Menjadi sarana untuk menguji dan
mengaplikasikan pendekatan Sustainable Livelihood Approach
(SLA) dan kerangka kerja Sustainable Livelihood Framework
(SLF) dalam memahami kondisi dan perkembangan penghidupan
masyarakat pasca-redistribusi tanah.

c. Referensi Penelitian: Menjadi bahan referensi atau rujukan bagi
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat di lahan eks-kawasan hutan atau lokasi
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir:
Memberikan gambaran riill mengenai kondisi sosial-ekonomi
petani karet di Desa Muara Burnai II setelah adanya

pendampingan usaha, sehingga dapat menjadi bahan
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pertimbangan dalam merancang strategi pembinaan yang lebih
tepat sasaran di masa mendatang.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: Sebagai bahan
masukan dalam menyusun kebijakan kolaborasi lintas sektor
untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui
penguatan aset-aset penghidupan di tingkat lokal.

c. Bagi Masyarakat (Subjek Reforma Agraria): Memberikan
informasi dan kesadaran mengenai potensi serta pemanfaatan lima
modal penghidupan (manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam)
untuk menciptakan kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada pengkajian mengenai pelaksanaan
penataan akses melalui program pendampingan usaha reforma agraria bagi
masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai 11, Kecamatan
Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan lokasi
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks-kawasan hutan produksi. Fokus
kajian diarahkan pada tinjauan lima modal penghidupan masyarakat (modal
manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial) melalui pendekatan Sustainable
Livelihood Framework (SLF) dengan instrumen Pentagon Aset. Kajian ini
memusatkan perhatian pada tiga bagian utama, yaitu:

1. Pelaksanaan penataan akses melalui program pendampingan usaha bagi
masyarakat penerima redistribusi tanah di Desa Muara Burnai II,
mencakup bentuk pendampingan usaha.

2. Gambaran perubahan kondisi lima modal penghidupan masyarakat
yang dianalisis melalui skema aset pentagon dalam kerangka SLF.

3. Keterkaitan dan interaksi antar modal penghidupan dalam
mengoptimalkan manfaat program pendampingan usaha bagi
keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Penelitian ini tidak mengupas secara mendalam aspek hukum pertanahan
yang mencakup proses penataan aset, seperti legalisasi dan sertipikasi hak
atas tanah eks-kawasan hutan, melainkan memusatkan perhatian pada tahap
penataan akses, yaitu bagaimana tanah hasil redistribusi tersebut
dimanfaatkan dan didampingi untuk mendukung penghidupan masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpilan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan program
pendampingan usaha dalam kerangka penataan akses Reforma Agraria di Desa
Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Program pendampingan usaha di Desa Muara Burnai II telah dilaksanakan sesuai
tahapan Penataan Akses Reforma Agraria, mulai dari pemetaan sosial,
koordinasi lintas sektor, penyusunan model kolaborasi, sosialisasi, hingga
monitoring dan evaluasi. Secara administratif, pelaksanaan program
menunjukkan capaian yang tinggi dengan nilai Indeks Perbaikan Akses
Masyarakat ke Sumber Ekonomi (IPARA) sebesar 85,71%. Namun,
implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Pembentukan
Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) masih terbatas pada tahap
sosialisasi, pelatihan pembuatan bibit karet belum terlaksana secara optimal, dan
pelatihan budidaya ternak itik belum direalisasikan hingga program berakhir.
Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif
program dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.

2. Program pendampingan usaha telah mendorong beberapa perubahan pada
kelima modal penghidupan masyarakat dengan tingkat yang berbeda-beda.
Modal manusia dan modal alam menunjukkan perubahan yang paling nyata,
masing-masing melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari
pelatihan yang diikuti, serta melalui kepastian hukum atas lahan hasil redistribusi
tanah yang membuka ruang pemantfaatan lahan secara lebih optimal. Modal fisik
mengalami penguatan pada aspek sarana produksi (bantuan traktor, alat tanam,
mesin air, dan pupuk), tetapi belum diikuti perbaikan infrastruktur jalan maupun
penyediaan fasilitas penyimpanan bersama. Modal sosial mulai menguat melalui
kolaborasi lintas sektor dan rintisan kelembagaan UPPB, meskipun
kelembagaan tersebut belum beroperasi secara formal. Adapun modal finansial
merupakan modal yang mengalami perubahan paling terbatas, karena
masyarakat masih bergantung pada pemasaran bokar melalui tengkulak dan

belum memantfaatkan akses pembiayaan formal secara optimal.
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3. Kelima modal penghidupan dalam kerangka Sustainable Livelihood Framework
(SLF) terbukti saling berkaitan dan tidak dapat dioptimalkan secara terpisah
dalam mendukung keberhasilan penataan akses Reforma Agraria. Kepastian
hukum atas tanah sebagai modal alam berperan sebagai fondasi bagi penguatan
modal-modal lainnya, tetapi manfaatnya baru terwujud secara optimal apabila
didukung oleh modal manusia berupa kapasitas masyarakat mengelola lahan
secara produktif, modal finansial berupa akses pembiayaan untuk
pengembangan usaha, serta modal sosial berupa kelembagaan yang mampu
memperkuat posisi tawar petani. Demikian pula, bantuan sarana produksi
sebagai bagian dari modal fisik belum dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa
didukung kemampuan masyarakat mengoperasikan dan memelihara alat tersebut
(modal manusia), kerja sama dalam kelompok tani (modal sosial), maupun akses
pembiayaan untuk perawatan dan pengembangan alat (modal finansial). Rintisan
kelembagaan UPPB sebagai representasi modal sosial juga hanya akan berfungsi
optimal apabila diikuti peningkatan pemahaman tata kelola kelembagaan
ekonomi (modal manusia) dan dukungan permodalan (modal finansial), yang
pada gilirannya akan memperkuat modal fisik berupa fasilitas pengolahan dan
penyimpanan bersama serta modal finansial melalui perbaikan harga dan posisi
tawar hasil produksi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa
keberhasilan penataan akses Reforma Agraria pada lokasi Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA) eks-kawasan hutan tidak ditentukan oleh optimalisasi masing-
masing modal penghidupan secara parsial, melainkan oleh sinergi dan interaksi
simultan antarmodal penghidupan, sehingga penguatan pada satu modal perlu
dirancang agar mampu mengungkit penguatan modal-modal penghidupan
lainnya secara bersamaan demi mendukung keberlanjutan penghidupan

masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai

berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan instansi terkait,
percepatan pembentukan dan legalisasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar
(UPPB) perlu menjadi prioritas melalui pendampingan teknis yang

berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, agar kelembagaan
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tersebut dapat beroperasi secara mandiri, memperkuat posisi tawar petani, dan
mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Penguatan modal finansial masyarakat perlu didukung dengan pendampingan
yang lebih intensif dalam pemanfaatan akses pembiayaan formal perbankan,
tidak sekadar sosialisasi informasi, agar peluang pembiayaan yang telah dibuka
dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha
secara mandiri.

Perbaikan infrastruktur jalan menuju lahan perkebunan serta penyediaan fasilitas
penyimpanan dan pengolahan hasil produksi secara bersama perlu menjadi
bagian dari rencana tindak lanjut lintas dinas, mengingat kondisi tersebut turut
menentukan optimalisasi modal fisik dan kelancaran distribusi hasil produksi
masyarakat.

Mengingat kelima modal penghidupan saling berkaitan, program penataan akses
lanjutan sebaiknya dirancang secara terintegrasi lintas modal, bukan sebagai
kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri, dengan memperhatikan bagaimana
penguatan satu modal dapat mengungkit modal penghidupan lainnya secara
bersamaan, sehingga manfaat penataan akses dapat dirasakan secara lebih
merata oleh masyarakat penerima redistribusi tanah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan secara
longitudinal terhadap keberlanjutan kelembagaan UPPB pasca terbentuk secara
formal, serta menelaah lebih dalam dinamika kepercayaan (#rust) masyarakat
terhadap kelembagaan ekonomi baru sebagai faktor yang memengaruhi
keberhasilan integrasi antarmodal penghidupan pada lokasi Tanah Objek

Reforma Agraria (TORA) eks-kawasan hutan lainnya.
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